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BAB V 

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan beberapa pengujian yang telah 

dilakukan untuk mengetahui pengaruh Surat Teguran dan Surat Paksa 

Terhadap Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak pada KPP Pratama 

Gorontalo 2013-2017 maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan pada hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa Surat 

Teguran berpengaruh tidak signifikan terhadap pencairan tunggakan 

pajak pada Kantor Pajak Pratama Gorontalo selama tahun 2013-2017. 

Koefisien regresi yang positif menunjukkan bahwa surat teguran 

memberikan pengaruh kearah positif terhadap pencairan tunggakan 

pajak artinya semakin besar jumlah surat teguran yang diterbitkan akan 

semakin besar pencairan tunggakan pajak. 

2. Berdasarkan pada hasil penitian diatas dapat disimpulkan bahwa surat 

paksa berpengaruh tidak signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak 

pada Kantor Pajak Pratama Gorontalo selama tahun 2013-2017. 

Koefisien regresi yang negatif menunjukkan bahwa surat paksa 

memberikan pengaruh kearah negatif terhadap pencairan tunggakan 

pajak.  

3. Berdasarkan hasil uji-F atau simultan dapat disimpulkan dengan cara 

diinterpretasikan bahwa secara simultan Surat teguran dan Surat Paksa 
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berpengaruh tidak signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di 

Kantor Pajak Pratama Gorontalo selama tahun 2013 – 2017. 

 

5.2  Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka saran 

yang dapat diberikan oleh peneliti sebagai berikut. 

1. Upaya penagihan dengan surat teguran dan surat paksa harus lebih 

diintensifkan melalui tahapan-tahapan, prosedur-prosedur, dan pedoman 

penagihan pajak yang telah ditetapkan, karena semakin intensif tindakan 

penagihan aktif semakin besar pencairan tunggakan pajak, sebaliknya 

semakin tidak intensif tindakan penagihan aktif maka semakin rendah 

pula pencairan tunggakan pajak sehingga dapat mempengaruhi 

penerimaan pajak. 

2.  KPP Pratama Gorontalo lebih ditingkatkan lagi intensitas dalam 

melakukan sosialisasi kepada wajib pajak untuk memberikan kesadaran 

bagi masyarakat akan pentingnya pajak untuk pembangunan dan 

kedisiplinan dalam membayar pajak agar kesadaran masyarakat dalam 

membayar pajak lebih meningkat. 

3.  KPP Pratama Gorontalo perlu menambah jumlah jurusita dalam hal 

penagihan pajak itu sendiri karena seiring dengan meningkatnya target 

penerimaan pajak setiap tahunnya. Hal ini dilakukan supaya tindakan 
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penagihan pajak menjadi lebih efektif dan efisien agar tunggakan pajak 

semakin menurun. 

4.   Bagi peneliti selanjutnya diharapkan memperluas ruang lingkup penelitian 

dengan memperbanyak jumlah sampel atau menambah variabel 

independen lainnya sehingga dapat memperkuat hasil penelitian. 
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